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Kemendagri Rasionalisasi Jadi Rp 34 M

TPP Tak Ada Landasan Hukumnya

SEMARANG- Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK)
RI Perwakilan Jateng me-
negaskan bahwa pemerin-
tah daerah (Pemda) dapat
memberikan Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP).
Namun, pemberian TPP.
kepada PNS itu harus tetap
ada landasan hukumnya,
berupa peraturan gubernur
(Pergub). ‘

Hal itu disampaikan
oleh Kepala BPK RI
Perwakilan Jateng Dr
Cris Kuntadi. Menurut-
nya, karena harus ada
aturannya sendiri, ma-
ka aturannya itu tidak
boleh dijadikan satu
kesatuan dalam Perda
APBD.

“Tambahan Penghasi-
lan Pegawai diatur da-
lam Peraturan Pemer-

Dr Cris Kuntadi

intah (PP) No.58/2005.
Dalam PP tersebut di-
jelaskan Pemda bisa
memberikan Tamba-
han Penghasilan Pe-
gawai kepada PNS,”
ungkapnya.
Dijelaskan, meski
diperbolehkan mem-
beri TPP, tetapi ada
syaratnya. Yaitu
adanya pertimbangan

mBaca TPP ..hal 7

PP

obyektif, memperhati-
kan kemampuan keuan-
gan daerah dan harus ada
persetujuan DPRD.

“Yaitu persetujuan atas
apayang diusulkan pemda
(Gubernur) kepada DPRD.
Kalau dianggap layak un-
tuk diberikan TPP, maka
Pergub sebagai landasan
hukum disetujui dewan.
Kalau sudah ditetap-
kan, maka disiapkan
anggarannya,"ungkapnya.

Terkait TPP ini juga dia-
tur dalam Permendagri
No.37/2014 tentang pedo-
man penyusunan APBD
tahun 2015. Kebijakan
dan penentuan kriteria
ditentukan lebih dulu

dalam peraturan kepala
daerah (Pergub).Setelah
itu dimintakan persetu-
juan DPRD. Kalau DPRD
sudah menyetujui, baru
dimasukkan APBD.

Tapi kalau APBD sudah
ditetapkan terlebih dahu-
lu, bisa disusulkan dengan
dibuatkan peraturannya.

Dengan gambaran itu,
masih menurut Cris Kun-
tadi, aturan soal TPP tidak
bisa dijadikan satu kesatuan
dengan Perda APBD. Kar-
ena yang namanya APBD
lebih pada alokasi angga-
ran. Sehingga apa yang ada
diAPBD harusadalandasan
hukum/aturannya.

Ditambahkannya, TPP

tidak boleh dicairkan ka-
lau belum ada landasan
hukum/pergubnya. “Be-
saran TPP itu harus ada
dalam Pergub. Berapa
yang ditetapkan. Ka-
lau sudah ditetapkan,
tapi belum ada aturan
Pergubnya, belum bisa
dicairkan,"jelasnya.

Karuan saja, mengacu
pada apa yang disampai-
kan Kepala BPK Jateng Cris
Kuntadi, TPP untuk 16.055
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di lingkungan pemprov
Jateng terancam tidak bisa
dicairkan.

Pasalnya, TPP tahun
2015 mencapai Rp 1,066
triliun ternyata tidak

ada landasan hukum-
nya. Mengacu dari yang
disampaikan Sekda Sri
Puryono,pemberian TPP
itu tidak perlu dibuatkan
aturan tersendiri: Karena
aturan TPP sudah menjadi
satu kesatuan dalam APBD
2015. Sehingga TPP itu be-
lum ada Pergubnya.
Untuk TPP sendiri, Pem-
prov sebelumnya men-
ganggarkan Rp 1,1 T. Na-
mun setelah dievaluasi
Kemendagri, anggaran itu
dinilai terlalu besar dan
tidak efektif. dira-
sionalisasi menjadi Rp 34 M.
Total menjadi Rp 1,066 T.
Ketua DPRD Jateng
Rukma Setyabudi saat

dari hal 1

dikonfirmasi juga men-
gaku DPRD belum per-
nah dimintai persetujuan
terkait TPP. “TPP itu be-
lum pernah dimintakan
persetujuan DPRD Jateng.
Selama ini melekat pada
APBD)," katanya.
Sementara itu berdasar-
kan data tambahan peng-
hasilan pegawai berdasar-
kan beban kerja tahun
anggaran 2015 yang dis-
ampaikan ke DPRD, TPP
tertinggi adalah untuk
eselen, Sekda Sri Puryono
Rp 25 juta dan terendah
adalah Rp 3 juta untuk PNS
Golongan I dan pegawai
harian lepas (Harlep) da-
tabase. (udi/muz)
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